
 

ALIKO 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BATU 

NOMOR  77  TAHUN  2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU  

NOMOR 66 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA 

KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA  BATU, 

 

Menimbang    :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Romawi III angka 2 

huruf b angka 3) huruf a) Lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 dan dalam rangka efektivitas 

penunjukan Tenaga Ahli/Narasumber sesuai dengan 

peruntukannya, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu 

Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun 2003  Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

SALINAN 
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Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;  

15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 

Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu 

Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 66        

TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal  I 

 

Mengubah Romawi VIII angka 2 point 2.10 angka 2.10.1 

Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 

2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
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Batu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Walikota Batu Nomor 66 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

VIII. KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG 

2.10. BELANJA BARANG DAN JASA 

 2.10.1. penunjukan tenaga ahli/narasumber 

ditetapkan dengan keputusan 

pengguna anggaran/kuasa pengguna 

anggaran. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 
 

 

               Ditetapkan di  Batu 

        pada tanggal  25  Oktober 2019

    
 

  

  

  

   

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR 77/A 

 

 

 

 

 

 

 

WALIKOTA BATU, 
 

ttd 
 

 
DEWANTI RUMPOKO 

Diundangkan di Batu  

pada tanggal   25    Oktober 2019 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU, 

 
 
ttd 

 
ZADIM EFFISIENSI 

 Ttd 

 
 

 
 

 

 

 

 


